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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kla
Jo

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kalianda; 

Setelah membaca: 

1. Berita Acara Diversi Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal

31 Agustus 2023 dalam perkara Anak:

Nama lengkap          : Fauzan Akbar Bin Satria, Dkk.; 

Tempat lahir          : Kalianda; 

Umur/tanggal lahir    : 16 Tahun / 2 Februari 2007; 

Jenis Kelamin         : Laki-laki; 

Kebangsaan            : Indonesia; 

Tempat tinggal        : Rt.001 Rw.002 Desa Pematang Kec. 

Kalianda Kab. Lampung Selatan; 

Agama                 : Islam; 

Pekerjaan             : Pelajar/mahasiswa; 

2. Kesepakatan Diversi tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang,  bahwa  dari  Berita  Acara  Diversi  Nomor  19/Pid.Sus-

Anak/2023/PN  Kla  tanggal  31  Agustus  2023 antara  Anak  dan  korban  telah

dicapai  Kesepakatan  Diversi  tanggal  31  Agustus  2023  dengan  ketentuan

sebagai berikut: 

Pasal 1

Pihak  I  mengakui  telah  melakukan  perbuatan  yang  telah  didakwakan  oleh

Penuntut Umum sebagai berikut:

Pihak I telah melakukan tindakan penganiayaan kepada korban Sdr. Sapfendi

Haris  pada  hari  Selasa  tanggal  8  Agustus  2023  di  Desa  Pematang  Kec.

Kalianda Lampung Selatan

Pasal 2

Pihak  I  dan  Pihak  II  bersedia  untuk  menyelesaikan  perkara  Nomor

19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kla atas nama FAUZAN AKBAR BIN SATRIA dan
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DAFFA RAMADHANI  HAMZAH  BIN  AMIR  HAMZAH  melalui  penyelesaian

perkara di luar peradilan pidana; 

Pasal 3

Pihak I dan Pihak II  sepakat bentuk penyelesaian perkara di  luar peradilan

pidana adalah perdamaian tanpa ganti kerugian dan pelayanan masyarakat; 

Pasal 4

Bentuk pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pihak I adalah membantu

di Balai Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani, hingga

Pihak  I  menyelesaikan  kegiatan  pelayanan  masyarakat  tersebut,  dengan

ketentuan setiap harinya selama 1 (satu) jam; 

Pasal 5

Dalam  rangka  melaksanakan  perdamaian  tanpa  ganti  kerugian  Pihak  II

bersedia untuk memaafkan Pihak I dan berdamai dengan Pihak I serta tidak

akan melakukan tuntutan apapun sehubungan dengan perkara Pihak I; 

Pasal 6

Pelaksanaan  kesepakatan  ini  dilaksanakan  di  bawah  pendampingan,

bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya

dilaporkan kepada pengadilan; 

Pasal 7

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan

dilanjutkan dalam proses persidangan; 

Pasal 8

Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara Pihak I, karena Pihak I masih

mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatn diversi, maka dikembalikan

kepada Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila kesepakatan diversi telah

dilaksanakan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak

yakni Pihak II; 

Pasal 9

Kesepakatan  ini  dibuat  oleh  para  pihak  tanpa  adanya  unsur  paksaan,

kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun; 
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Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan

tidak  bertentangan  dengan  hukum,  agama,  kepatutan  masyarakat  setempat,

kesusilaan;  atau  memuat  hal-hal  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  Anak;  atau

memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang

Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak dan Undang-

Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan  para  pihak  untuk  melaksanakan  Kesepakatan

Diversi;

2. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang

bukti  sampai  Kesepakatan  Diversi  dilaksanakan

seluruhnya/sepenuhnya; 

3. Memerintahkan  Panitera  menyampaikan  salinan  penetapan  ini

kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Kalianda;

Pada tanggal 31 Agustus 2023;

a.n Ketua Pengadilan Negeri Kalianda

Wakil Ketua

Herman Siregar, S.H., M.H.
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